
 
 
 
 
 
 
 

PROVINSI LAMPUNG 
 

PERATURAN  BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR  62  TAHUN  2017 

  
TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  

TAHUN ANGGARAN 2018 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 
 
 

Menimbang :    bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor  13 Tahun 2017 tentang 
Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Tahun Anggaran 2018; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1959  tentang Penetapan 

Undang- Undang  Darurat  Nomor  4  Tahun  1956,  Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956  tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah 
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821); 

 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

 



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 

 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

 
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

 
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4028); 

 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4712); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5340); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4575); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5155); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4578); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4585); 
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4614); 

 



22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4738); 

 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4829); 

 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4864); 

 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4972) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5351); 

 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5179); 

 
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 
28. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5179); 

 
29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  5219); 

 
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  5272); 

 
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 



 
 
 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  6041); 

 
33. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  6057); 

 
34. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 5); 

 
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir  dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

 
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 541); 

 
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

 
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

 
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

 
 



41. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor : 900/2280/SJ. Tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk 
Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta 
Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 
Pemerintah Daerah; 

 
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08); 

 
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16); 

 
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan                        

Nomor  13  Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Tahun 2017 Nomor 13). 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :    PERATURAN   BUPATI   TENTANG   PENJABARAN    ANGGARAN   
PENDAPATAN   DAN   BELANJA   DAERAH  KABUPATEN 
LAMPUNG SELATAN TAHUN  ANGGARAN  2018. 

 

Pasal   1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri dari : 

a. Pendapatan 

1. Pendapatan Asli Daerah Rp.    218.376.243.132,00 

2. Dana Perimbangan Rp. 1.414.320.899.280,00 

3. Lain-lain Pendapatan Daerah  

yang Sah   Rp.    485.078.946.300,00 

         Jumlah Pendapatan                   Rp.2.117.776.088.712,00 

 

b. Belanja Daerah 

1. Belanja Tidak Langsung 

a). Belanja Pegawai Rp. 810.636.565.871,00 

b). Belanja Bunga Rp.  5.400.000.000,00 

c). Belanja Hibah Rp.   22.879.220.000,00 

d). Belanja Bantuan Sosial Rp.        500.000.000,00 

e). Belanja Bagi Hasil Rp.  4.977.685.000,00 

f). Belanja Bantuan Keuangan  Rp. 338.404.487.728,00 

g). Belanja Tidak terduga Rp.     3.684.164.337,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung   Rp. 1.186.482.122.936,00 



 

2. Belanja Langsung 

a). Belanja Pegawai Rp. 121.133.143.695 ,00 

b). Belanja Barang dan Jasa Rp. 353.786.585.039,00 

c). Belanja Modal Rp. 517.239.837.329,00 

Jumlah Belanja Langsung   Rp.    992.560.462.813,00 

Jumlah Belanja   Rp. 2.146.712.088.999,00 

Surplus/(Defisit)                   Rp.    (58.936.000.287,00) 

 

c. Pembiayaan 

1. Penerimaan Pembiayaan Rp.   84.598.000.287,00 

2. Pengeluaran Pembiayaan   Rp.   25.662.000.000,00 

Pembiayaan Netto                 Rp.       58.936.000.287,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun  

berkenaan                 Rp.                           0,00
     

 
Pasal   2 

 
Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 
 
 

Pasal   3 
 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 
 
 

Pasal   4 
 

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran III dan               
Lampiran IV Peraturan Bupati ini. 
 
 

Pasal   5 
 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 
 

Pasal   6 
 
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan 
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan. 
 
 
 
 



 
 

Pasal   7 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 
 
                                                        Ditetapkan   di  Kalianda 
                                 Pada tanggal   28 Desember  2017 

                                                                  BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

    

                          dto 
 

                                                                          ZAINUDIN HASAN                                            
Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal  28 Desember  2017                        

SEKRETARIS  DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

 

                             dto                                                                                                                          
 
                     FREDY SM 
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 62                     




